
GUBE:RNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
NO MOR <XO T AHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN 
NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI 

Menimbang: 

Mengingat: 

DE.NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

bahwa untuk menunjang kinerja penugasan investigasi 
In��pektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang 
berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan, perlu menetapkan Peraturan 
Gubemur Kalimantan Selatan tentang Pedoman 
Pe1neriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian 
Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 387 4) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
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4.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 Nomor 11);

9. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 023
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas
Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 
PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PERHITUNGAN KERUGIAN 
NgQARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dala.IJtl sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republlik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP

adalah inspektorat Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Unit Kerja adalah lnspektur pembantu pada Inspektorat Daerah yang

tugasnya melaksanakan pemeriksaan investigatif.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya

disingkat BPKP adalah aparatur pengawas instansi pemerintah yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

10. APIP Lainnya adalah APIP di kementerian/lembaga.
11. Aparat Penegak Hukum adalah lembaga atau badan yang mendapat

wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan
amanat peraturan perundang-undangan.

12. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI),
Kejaksaan Republic Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).

13. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern
pada instansi pemerintah, lembaga, dan/ atau pihak lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan
hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang
berwenang.

14. Tim Pemenlcsa. adalah auditor dan pegawai negeri sipil di lingkungan
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditugaskan untuk
melaksanakan. pemeriksaan investigatif.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
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16. Auditi adalah orang/instansi pemerinta.h atau kegiatan, program,
atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan
pemeriksaan.

17. Audit/Pemeriksaan adalah identifikasi masalah, analisis dan evaluasi
bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan s1tandar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi pemerintah.

18. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang
dilakukan de:ngan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini
adalah pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan dalam rangka
penghitungan kerugian keuangan negara.

19. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan,
mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-buktisecara
sistematis ol1eh pihak yang kompeten dan independen untuk
mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenamya tentang indikasi
tindak pidana korupsi dan/ atau tujuan spesifik lainnya sesuai
peraturan yang berlaku.

20. Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dimaksudkan untuk
menyatakan p1endapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang
timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk
mendukung tindakan litigasi.

21. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya hak negara atau
bertambahnya. kewajiban negara yang nyata dan pasti jumlahnya, yang
disebabkan olleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan
wewenang/kenempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena
jabatan atau kcedudukan, kelalaian seseorang, dan/ atau disebabkan oleh
keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).

22. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
negara/ daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerinta.h dan/ atau
pembangunan.

23. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara
target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan
negara/ daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/ atau
pembangunan.

24. Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
25. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

memiliki keahllian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu Perkara guna kepentingan pemeriksaan atau memberikan
pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus yang
menurut Penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi
dan/ atau perdlata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi Penyidik
dan/atau Hakim.

26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
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27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Gu.bemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP
Inspektorat Daerah dalam melaksanakan penugasan investigasi.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk
tercapainya hasil penugasan investigasi yang berkualitas dan
memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders} dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan
yang berkaitan dengan penanganan masalah Kasus dan/ atau Perkara.

BAB III 
RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:
a. pedoman umum; dan
b. pedoman teknis, terdiri dari:

1. Pemc�riksaan Investigatif;
2. Pemc,riksaan Investigatif Penghitungan Kerugian Negara/

Daerah; dan
3. pemberian Keterangan Ahli.

(2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubemur ini.

(3) Pedoman tekn:is Pemeriksaan Investigatif sebagaimana dimaksud ayat ( 1)
huruf b angka. 1 tercantum dalam La.mpiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

(4) Pedoman teknis Pemeriksaan Investigatif Penghitungan Kerugian
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf b angka 2
tercantum dalam La.mpiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubemur ini.

(5) Pedoman tekn:is pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b angka 3 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak t«�rpisahkan dari Peraturan �ubemur ini.
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BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan .. 

Diundangkan di Bar1\jarbaru 
pada tanggal b 1 l\(�US-h.J(;' 202-'L  

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Agustus 2022

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2022 NOMOR �� 
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